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ABSTRAK

Maraknya kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi
menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih lemah. Karena
itu pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diatur dan diakui dalam beberapa
ketentuan yang bersifat khusus, agar kejahatan seksual tidak semakin meluas. Oleh
karenanya skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan
masalah mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan
seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut
hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini dihimpun secara yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conseptual approach), dan pendekatan studi dokument (Document study
approach). Adapun teknik pengumpulan data dalam mengananalisis penelitian ini
menggunakan teknik kajian kepustakaan (library research) berupa peraturan
perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang relevan
dengan skripsi ini, yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi
penelitian hukum dokmatik yang ideal mengenai Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi
korporasi telah diakui dan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam hukum
pidana Islam menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan oleh korporasi
termasuk perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan
(crime againts humanity) atau sebagai zina dengan pemaksaan(al-wath 'u nil-
kikrah) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had). Oleh karena itu,
hukuman yang tepat berupa 7« zir dalam hentuk denda.

Penelitian ini menyarankan bahwa penegak hukum dan pembuat Undang-
undang supaya merevisi terkait produk hukum yang menimbulkan interpretasi
pasal saat melaksanakanya dan juga sebelum menetapkan produk hukum
hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya hukuman baik
untuk korban maupun pelaku.
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